SALINAN

LR A
NG
&
u}"‘

BUPATI BANGKA SELATAN

e

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian
layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
bahwa perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan
kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan
layanan publik tertentu di Kabupaten Bangka Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bangka Selatan tentang Pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik di
Kabupaten Bangka Selatan.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

www.jdih.bangkaselatankab.go.id



http://www.jdih.bangkaselatankab.go.id/

10.

11.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak,
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1446);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 126);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
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Menetapkan

12.

13.

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39);

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 73 Tahun 2017
tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Bagi Pelaku
Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor
39);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Selatan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Bangka Selatan
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan beserta
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka
Selatan.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP
dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai
wilayah kerja Kabupaten Bangka Selatan yaitu KPP
Pratama Bangka dan KP2KP Toboali.

Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan
pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bangka
Selatan berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di

wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

www.jdih.bangkaselatankab.go.id



http://www.jdih.bangkaselatankab.go.id/

7.

10.

11.

12.

13.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang
selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-undangan
perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,
yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan)
digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam)
digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan
sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah adalah informasi
yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan
publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani
perizinan dan layanan pengadaan.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tata
cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan

Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi

validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan.
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Pasal 3
Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah :
a. menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian
potensi pendapatan daerah;
b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4
(1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani
perizinan dan layanan pengadaan dalam rangka
memberikan layanan publik tertentu.
(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang
menangani perizinan dan layanan pengadaan yang
terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat
Jenderal Pajak; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.

Pasal 5
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan
pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan
dan layanan pengadaan dalam melakukan Konfirmasi Status
Wajib Pajak melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah
yang menangani perizinan dan layanan pengadaan yang
terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal
Pajak atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan
layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan
Status valid atau tidak valid.

(2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal
Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam

sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi
kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status

Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada

Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan

pengadaan dapat diberikan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan

Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 7

Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Perangkat
Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat
dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP
atau KP2KP.

Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status
Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan
Status Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP dengan
melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat
status tidak valid.

BAB IV
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8
Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :
Pendaftaran Penanaman Modal;
Izin Usaha Penanaman Modal,
Izin Kantor Perwakilan;
Surat Izin Usaha Perdagangan;
Tanda Daftar Perusahaan;
Tanda Daftar Gudang;

Izin Usaha Toko Swalayan;

SR ™0 a0 o op

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;

[y

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
j- Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;

k. Izin Perluasan Industri;
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(2)

(1)

(2)

p—
.

Izin Penyelenggaraan Reklame;
. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
Izin Mendirikan Bangunan;
Izin Lokasi;
Izin Trayek;
Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
Izin Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
Izin Usaha Pengolahan Ikan;
Izin Lingkungan;

Izin Pembuangan Limbah Cair;

g < g v n.o0D OB g

Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun;

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;

z. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Usaha Simpan Pinjam;

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah

Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan

kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB V
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 9
Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan
dokumen sebagai berikut:
a. bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir;
b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan
kepemilikan; dan
c. keterangan status wajib pajak valid sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 6 dan 7.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
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BAB VI
PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 April 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd
JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 22
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